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Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pe­
meliharaan Pengairan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Ta­
hun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, dan Peraturan Pe­
merintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi sebagai 
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Mengingat

pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 11 Ta­
hun 1974 tentang Pengairan, maka Peraturan Perairan Da­
erah Swatantra tingkat ke-I Jawa Tengah dengan segala pe­
rubahan dan petunjuk pelaksanaannya sepanjang mengenai 
ijin penggunaan dan pungutan retribusinya perlu disesuaikan 
sehingga benar-benar dapat menjamin kemanfaatan umum, 
keseimbangan, dan kelestarian atas Air Permukaan Tanah 
dan ataupun meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
menunjang pembiayaan pembangunan/pemeliharaan pra­
sarana pengairan sebagaimana diatur dalam Peraturan-pe­
raturan Pemerintah dimaksud;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meng­
atur tentang Ijin Penggunaan Air Permukaan Tanah.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintah di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentuk­
an Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peratur­

an Umum Retribusi Daerah;

4. l_lnd-<ng-iindang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Peraturan Pe­

merintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang- 

undang Hukum Acara Pidana;

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 jo Peraturan Peme­
rintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran 
Pembiayaan Exsploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Peng­

airan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata 

Pengaturan Air;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
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pcbksanaan lebih lanjul dari Undang-unda~ Nomor 11 Ta­
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10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pe- 
. nyerahan sebagian Urusan Pemerintahan (fibidang Pekerjaan 

Umum kepada Daerah;

11. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan 
Hidup Nomor KEP. 02/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman 
Penetapan Baku Mutu Lingkungan;

12 Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 
22 April 1959 tentang Peraturan Perairan Daerah Swatantra 
Tingkat Ke 1 Jawa Tengah ;

13 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH TENTANG UIN PENGGUNAAN AIR PER­
MUKAAN TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah ;

b. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Pe­
ngairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
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10 Paanuan .Pancrimah Nomor 14 Tah&m 1987 tmtang Pe~ 
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Paul I 

Dalam Penuwan Daenh ini ,a,. dimatsud dcapa : 
a. Gubemur JCq,ala Daerab adalah Gubanur Kqala Dacrah 

Tqul I Jawa Tcr,gab; 

b. Dinas Paajaan Unun adalah Dinas Pdajun Umum 111>­
npiran PropillSi Dacrah TQbi I .Jawa Tcnph ; 

C. Dnas Pendapalan llllcnb adllab Dims l"mdlpalN! Oaenh 
Propinsi Dacrab Tqbl I .Ina Taipb ; 
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d. Air Permukaan Tanah adalah semua air yang terdapat di- 
atas permukaan tanah pada perairan umum seperti sungai, 
danau waduk dan lain lain sebagainya yang berada dalam 
penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te­
ngah yang secara langsung atau tidak langsung meman­
faatkan dan/atau berkaitan dengan jaringan irigasi;

e. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupa­
kan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air 

irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pem­

berian dan penggunaannya ;

f. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makluk hidup, termasuk didalam- 
nya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelang­
sungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mak­
luk hidup lainnya;

g. Ijin adalah Ijin Penggunaan Air Permukaan Tanah untuk ber­
bagai macam keperluan.

BAB II

PERIJINAN

Bagian Pertama

Hak dan Wewenang

Pasal 2

(1) Penggunaan Air Permukaan Tanah untuk keperluan usaha perkotaan, per­
tanian, ketenagaan, industri, pertambangan, rekreasi, dan untuk keperluan 
lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Ijin dari Gubernur Kepala 
Daerah ;

(2) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberi­
an Ijin tersebut kepada Kepala Dinas Pekeijaan Umum ;

(3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindah tangan­
kan, kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
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d. Air Pcrmukaan Tanah adaJah scmua air yang terdapal di­
alas permutaan tanah pada pcrairan umum scperti sunga~ 
danau. waduk dan lain lain sebagainya yang berada daJam 
~llgl1asaao Pemcrintah Propinsi Dacrah Tangkat I Jawa Tc­
~ yang sccara langsung atau tidak langsung meman­
faatbn dan/atau bcrkaitan dcngan jaringan irigasi ; 

c. Jaringan lrigasi adalah saluran dan bangunan yang mcrupa­
kan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air 
irigasi muJai dari pen)-ediaan, pcngambilan, pembagiao., pem­
bcrian dan penggunaannya; 

f. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
bcnda. daya, keadaan, dan makluJc hidup, tcrmasuJc didalam­
nya manusia dan perilakunya, yang mcmpengaruhi kelang­
SWlgan pcrikehidupan dan kesejahtcraan manusia serta mak­
luJc hidup lainnya ; 

g. ljin a$lah ljin Pcnggunaan Air Permukaan Tanah un1uk bcr­
bagai macam lteperluan. 

BA 8 II 

PERIJINAN 

Bagian Perwna 

Hak clan Wewenaog 

Pasal2 

(I) Penggunaan Air Permukaan Tanah untuk keperluan usaha perkotaan, per­

tanian, ketenagaan, industri, pertambangan, rekreasi, clan untuk keperluan 
lainnya. hanya dapat dilaltsanakan setelah mendapat ljin dari Gubemur Kepala 
Dtcrah; 

(2) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian ljin sebagaimana dimaksud ayat (I) 
Pasal in~ Gubemur Kepala D.!erah dapat melimpahkan kewenangan pemberi­
an ljin terscbut kepada Kepala Dinas Pekeijaan Umum ; 

(3) ljin sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini tidak dapat dipindah tangan­

kan, kcwali dengan persetujuan Gubcmur Kepala D.terah. 
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Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) 
Peraturan Daerah ini, setiap orang berhak menggunakan Air Permukaan Tanah 
untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan yang di- 
dipeliharanya tanpa diperlukan Ijin dari Gubernur Kepala Daerah sepanjang 
tidak menimbulkan kerusakan atas sumber Air Permukaan Tanah dan Ling­
kungannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Ijin

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Daerah ini, pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan se­
cara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

(2) Tata cara dan persyaratan pemberian Ijin lebih lanjut diserahkan kepada 
Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Perpanjangan Ijin

Pasal 5

(1) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan 

untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlaku untuk lokasi dan 

keperluan yang tercantum dalam Ijin yang bersangkutan.

Pasal 6

Permohonan perpanjangan Ijin harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur 
Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Ijin ber­

akhir.
Bagian Keempat 

Pembekuan dan Pencabutan Ijin

Pasal 7

(1) Apabila keadaan memaksa demi kepentingan perlindungan, pengembangan 
dan prioritas penggunaan Air Permukaan Tanah, Ijin dapat dibekukan ;

7
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PaalJ 

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat ( 1) 
Peratwan Daerah ini. setiap orang berhak menggWUlkan Air Permukaan Tanah 
untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan yang di­
dipeliharanya lanJB diperlukan ljin dari Gubemur Kepala Daerah sepanjang 
tidak menimbulkan kerusakan alas sumber Air Permukaan Tanah dan Ling­
kungannya. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pemberian Jjin 

Pasal4 

(1) Untuk mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (I) Peraturan 
D.terah ini. pemohon yang bersanglcutan harus mengajukan permohonan se­
cara tertulis kepada Gubemur Kepala Daerah. 

(2) Tata cara dan peisyaratan pemberian ljin lebih lanjut diserahkan kepada 
Gubernur Kepala l:Merah. 

Raglan Ketiga 

Masa Berlalru clan PerpaJ\langan Jjln 

Pasal 5 

(I) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dderah ini diberikan 
untukjangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.. 

(2) ljin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlalcu untuk lokasi dan 
keperluan yang tercantum dalam ljin yang bersangkutan. 

Pasal 6 

Pennohonan perpanjangan ljin harus diajukan secara tertulis kepada Gubemur 
Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ljin ber­
akhir. 

Bagim Keempal 
Pembelwan clan Penaabulan Jjin 

Pasal 7 

( l) Apabila keadaan memaksa demi kepentingan pcrlindw,gan, pengembangan 
dan prioritas pcrgunaan Air Permukaan Tanah, Ijin dapat dibekukan ; 
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(2) Ijin yang telah diberikan dapat dicabut apabila pemegang Ijin tidak meme­
nuhi ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Ijin atau karena adanya 
kemungkinan teijadinya bencana yang merugikan masyarakat akibat peng­
gunaan Air Permukaan Tanah tersebut;

(3) Ijin menjadi batal apabila tidak ada lagi persediaan air pada sumber air 
permukaan yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini 
harus diikuti penutupan dan atau penyegelan.

(2) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di­
lakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

TATALAKSANA DAN PENGENDALIAN 

PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN TANAH

Pasal 9

Tatalaksana penggunaan Air Permukaan Tanah ditetapkan lebih lanjut oleh Gu­
bernur Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Pasal 10

(1) Pengendalian penggunaan Air Permukaan Tanah dilaksanakan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum dengan mengikut sertakan Instansi terkaiL

(2) Masyarakat wajib membantu usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya 
pencemaran Air Permukaan Tanah serta lingkungannya.

Pasal 11

Apabila dalam pembuangan pelaksanaan pengambilan air permukaan dan pem­
buangan limbah ditemukan kelainan-kelainan yang dapat membahayakan tataguna 
tanah dan air serta merusak lingkungan hidup maka pihak yang melaksanakan 
kegiatan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan dan mengusahakan penang­

gulangannya serta melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

8
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(2) ljin yang 1elah dibcrikan dapal dicabut apabila pcmegang ljin tidak mcme­

nuhi kelelltuan dan syaral-syaral yang lercantum daJam ljinatau karena adanya 
kemungk.inan 1erjadinya bcncana yang merugikan masyarakal ak.ibat peng­
gunaan Air Permukaan Tanah 1ersebu1; 

(3) ljin menjadi batal apabila tidak ada lagi persediaan air pada sumber air 
permukaan yang bersangkutan 

Pasal 8 

(I) Pencabutan ljin sebagaimana dimaksud P..isal 7 ayat (2) Peraluran Oaerah ini 
harus diikuti penulupan dan atau penyegelan 

(2) Penu1upan dan atau penyegelan seoogaimana dimaksud ayat (I) pasal ini di­
lakukan oleh Gubemur Kepala Daer.th. 

BAB Ill 

TATALAKSANA DAN PENGENDALIAN 
PENGGUNAAN AIR PERJ\tl.JKAAN TANAH 

Pasa.19 

Tatalaksana penggunaan Air Pennuk.aan Tanah ditelapkan lebih lanju1 oleh Gu­
bemur Kepala [}Jerah bl!rdasarkan l.:elentuan peraluran pcrundang-undangan 
yang berla.ku. 

Pasa.1 10 

(I) Pengendalian penggunaan Air Pennu.kaan Tanah dilaksanakan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum dengan mengikul senakan lnsiansi terkait 

(2) Masyarakat wajib membantu usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya 
pencemamn Air Pennukaan Tanah sena lingkungannya 

Pasal 11 

Apabila dalarn pembuangan pelal.:sanaan pengambilan air pennukaan dan pem­
buangan limbah ditemukan kelainan-kelainan yang dapal membahayakan tataguna 
tanah dan air sena mcrusak lingl.:ungan hidup maka pihak yang melaksana.kan 
kegialan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan dan mengusahakan penang­
gulangannya sena mdaporkan kepada Gubemur K.epala Oaerah. 
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Pasal 12

(1) Setiap pengambilan air yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 3 Peraturan Daerdi ini harus dilengkapi dengan meter air (water 
meter) atau altl pengukur debit air pada setiap titik pengambilan sumber air.

(2) Pengadaan dan pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan 

oleh Gubernur Kepala E»aerah.

(3) Penggunaan meter air (water meter) atau alat pengukur air dimaksud ayat (1) 
Pasal ini dinyatakan sah jika telah mendapat tanda pengesahan atau segel oleh 
petugas tekhnis yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

(4) Pencatatan jumlah pemakai air sebagai dasar penetapan besarnya retribusi 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 13

(1) Cara dan proses pembuangan air limbah atas penggunaan Air Permukaan 
Tanah harus dijelaskan oleh yang bersangkutan pada saat mengajukan per­
mohonan ijin.

(2) Pembuangan air limbah dimaksud ayat (1) Pasal ini keperairan umum ha­
nya dapat dilakukan setelah melalui proses pengolahan dahulu, sehingga 
memenuhi persyaratan baku mutu limbahcair yang sudah ditentukan.

(3) Pengolahan air limbah dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan dengan 
alat khusus atau melalui proses penampungan dan pengendapan kotoran- 
kotoran air limbah.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

Setiap penggunaan Air Permukaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut:

a. Biaya perijinan :

9
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Pasal 12 

(I) Setiap pengambilan air yang telah mendapat ijin sebapimana dimaksud 
pada Pasal 3 Peraturan Daenti ini harus dilengkapi dengan meter air (water 
meler) atau ala. pengukur debit air pada setiap titik pengambilan sumber air. 

(2) Pengadaan dan pemasangan meler air atau alat pengukur debit air dilakukan 
oleh Gubemur Kepala Daerah. 

(3) Penggunaan meter air (water meter) atau alat pengukur air dimaksud ayat (I) 

P-.isa.l ini dinyatakan sahjika telah mendapat tanda pengesahan atau segel oleh 
petugas tekhnis yang ditunjuk oleh Gubemur Kepala Daerah. 

(4) Pencatatan jumlah pemakai air sebagai dasar penetapan besamya retribusi 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

BAB IV 

PEMBUANGAN AIR LIMBAH 

Pasal 13 

(I) Cara dan proses pembuangar. air limbah alas penggunaan Air Permukaan 
Tanah harus dijelaskan oleh yang bersangkui.an pada saat mengajukan pcr­
mohonan ijin 

(2) Pembuangan air limbah dimaksud ayat (I) P.dsal ini kepemiran umum ha­
nya dapat dilakukan setelah melalui proses pengolahan dahulu, sehing~ 
memenuhi persyamtan baku mutu limbahcair yang sudah ditentukan 

(3) Pengolahan air limbah dimaksud ayal (2) Pasal ini dapat dilakukan dengan 
alat khusus atau melalui proses penampungan dan pengendapan kotoran­
kotoran air limbah. 

BAB V 

KETENTUAN RETRIBUSI 

Pasal 14 

Setiap penggunaan Air Pennukaan Tanah sebagaimana dimaksud P..tsal 2 ayat (I) 
Peraturan D-cterdh ini dik.enakan retribusi sebagai berikut : 

a. Biaya perijinan : 
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1. Untuk usaha non komersial sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

2. Untuk usaha komersial :

- Usaha perkotaan Rp.
- Industri kecil Rp.
- Industri sedang Rp.
- Industri besar Rp.

25.000,-
50.000,-

100.000,-
250.000,-

(dua puluh lima ribu rupiah) 
(lima puluh ribu rupiah) 
(seratus ribu rupiah)
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Iuran penggunaan Air Permukaan Tanah besarnya sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 15

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Pe­

raturan Daerah ini, pemegang Ijin untuk :

a. Keperluan Penelitian Penyelidikan yang bersifat ilmiah ;
b. Keperluan Pembibitan/percobaan/percontohan, yang diusahakan oleh Pe­

merintah ;
c. Keperluan masyarakat bersama :
d. Keperluan Pertanian Rakyat;

dikenakan retribusi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan terhadap pembayaran 
retribusi untuk satu atau be berai u periode pembayaran retribusi., jika yang ber­
sangkutan dapat memberikan alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 17

(1) Semua hasil penerimaan biaya perijinan dan iuran penggunaan Air Per­
mukaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini dise­
torkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasi­
onal yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ditampung 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Tingkat 1 Jawa 
Tengah.

(3) Peruntukan dan penggunaan semua hasil penerimaan biaya perijinan dan 
retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Gubernur 
Kepala Daerah dengan memperhatikan asal sumber air.

10

8 

I. Untuk us.aha non komcrsial sebcsar Rp. IU.000,UU (sepuluh ribu rupiah) ; 

2. Untuk usah:.1 komersial : 

- Usaha perkoiaan 
- lndustri kecil 
- lndustri sedang 
- lndus1ri besar 

Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) 
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 
Rp. 100.000,- (seratus ribu ruuiah) 
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

b. luran pengb'tmaan Air Pemmkaan T:mah besamya sebagaimana tersebutdalam 
l.ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dae rah ini 

Pasal 15 

Dengan tidak mcngurangi kctentuan sebagaimana dimaksud dabm P·Jsal 14 Pe­
raluran Daemh in~ pemcgang ljin untuk : 

a. Kcperluan Penclitian Pcnyelidikan yang bersifat ilmiah ; 
b. Keperluan Pcmbibitan/percobaan/pcrcontohan, ~·ang diusahakan oleh Pe-

mcrint.1h; 
c. Keperluan masy,1rak.11 ocrsanu : 
LI. Keperlu.tn Pl.!rtanian Rtk) at ; 

dikenakan retribusi sebesar Rp. 0,00 tnol rupiah). 

Pa~l 16 

Gubemur Kepala Daerdh tlapal mcmberikan kcringanan terhadap pembayaran 
rctribusi untuk salu atau bebempa pcriode pcmbayaran retribusi,jika }'ang ber­
sangkutan dapat mcmberikan alasan-alas.an yang dapat dibenarkan. 

Pasal 17 

(I) Semua hasil pcnerima.an biaya pcrijinan dan iuran penggunaan Air Per­
mukaan Tanah sebagaimana dimaksud P.dsal 1.i Peraturan Daer.th ini dise­
torkan ke Kas Daerah Propinsi Daernh lingkat I Jawa Tengah. 

(2) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasi­
oml yang besamya ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah dan ditampWlg 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Tmgkat I Jawa 
Tengah. 

(3) l\!runtukan dan penggunaan semua hasil penerimaan biaya perijinan dan 
relribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Gubemur 
Kq,ala D.ler.lh de~n mempcrhatikan asal SI.Imber air. 

JO 
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Pasal 18

Pelaksanaan pungutan biaya perijinan dan iuran penggunaan Air Permukaan 
Tanah dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum dan Dinas Pendapatan Daerah yang pengaturannya ditetapkan oleh Gu­
bernur Kepala Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 19

Pelaksanaan pengawasan operasional pengendalian pengambilan air permukaan 
dan pembuangan limbah dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi terkait

Pasal 20

Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang ijin diwajibkan memberikan ke­
sempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan 

data yang diperlukan.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 21

(D Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, 
penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 

ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diling- 
kungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya disesuaikan sesuai de­
ngan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimak - 
sud ayat (1) Pasal ini berwenang
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana ;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan 

pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

11
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hsal 18 

Pelaksanaan pungutan biaya perijinan dan iuran pcfl®Jnaan Air Pennukaan 
Tanah dimaks~ Pasal 14 Perau.rc1n Daerah in~ dilakukan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum dan Dinas Pendapalan Daerah yang pengaturannya direrapk.an oleh Gu­
bemur Kep.ila Daerah. 

BAB VI 

PENGAWASAN 

Pasal 19 

Pelaksanaan pcngawasar. operasional pe~endalian pengambilan air pennuk.,an 
dan pembuangan limbah dilaksanakan secara terpadu oleh lnstansi lcrkail 

Pasal 20 

Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemcgang ijin diwajibk.an memberi~n kc­
semp.ilan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlthatkan 

data yang dipcrlukan. 

BAB VII 

PEN\'IDIKAN 

Pasal 21 

(I) Sela in oleh Pejaoot Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, 
penyidikanatas tirxtak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan D.ier.th 
ini dapal juga dilakukan oleh Pejabal Penyidik Pegawai Negeri Sipil diling­
kungan Pemerintah Daer.ill yang pengangkatannya disesuaikan sesuai de­
ngan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

(2) Ddlam melaksanakan lugas penyidikan, pam penyidik sebagaimana dimak -
sud ayat (I) P..isal ini berwenang : . 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 1indak 

pidana; · 
b. rnelakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan 

pemerilcsaan; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka ; 
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ; 

11 
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e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi ;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara;
h menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum 

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan 
tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan 
hal tersebut kepada Penuntut Umum atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung­
jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) dan (3), Pasal 3 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pe­

langgaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setiap orang/Badan Hukum sebelum masa berlakunya Peraturan Daerah ini te­
lah memanfaatkan dan menggunakan Air Permukaan Tanah sebagaimana dimak­
sud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) 
bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan per­
mohonan (jin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini

12
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e. mc~bil sidik jari dan mcmolrct seseorang 
f. memaq;gil seseorang umuk dide~ar dan diperiksa sebagai lersangka atau 

saksi; 
g. mcndata~kan orang ahli yang diper1ukan dala~ hubungannya dengan 

pemeriksaan perbra; 
h. mc~cnlikan penyidikan setelah mcndapal pelunjuk dari Penyidik umurn 

bahwa tidak lerdapal cukup bukli atau peristiwa terscbut bukan mcru1X1kan 
lindak pidana dan selaqjull'l)'a melalui Penyidik Umum mcmberitahukan 
hal lcrsebul kep.1da Penuntut Umum atau keluarganya ; 

i mc~dakan tindakan lain menurul hukum yang dapal dipertanggung­
jawabkan. 

BAB VIII 

KETENn.lAN PIDANA 

Pasal22 

(I) Bara~ siaJXl melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(I) dan (3). Pasal l dan Pasal 13 Ptraturan Dc1erah ini diancam pidana 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan aiau denda sebanyak-banyaknya 
Rp. S0.000.- (lima puluh ribu rupiah). 

(2) lindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) P..tsal ini adalah ~ 
langgaran. 

BABIX 

KETENll.JAN PERAUHAN 

Pasal 23 

Setiap orang/Badan Hukwn scbclum masa bertakunya Peraturan Daerah ini le· 
lah mcmanfaalkan dan meruunakan Air Pennuban Tanah scbapimana dimak­
sud Pasal 2 PeralLlnln Dacrah ini. dalaJn wakbJ selambat-lambatnya 6 (enam) 
bulan aerhitung mulai berlakunya Pcrannn Daerah ini harus me~ubn per­
mohonan ljin baru berdasarbn Peraturan Dacrah ini 

12 
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh gubernur Kepala Daerah.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 27 Agustus 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TINGKAT I JAWA TENGAH, 

KETUA,

tld.

Ir. SOEKORAHAARDJO

ttd.

ISMAIL
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BAB X 

KETENl'UAN PENU11JP 

Pasal24 

(I) Hal-hal yang belum diatur dalam Pcraturan l>derah ini sepaqja~ me~enai 
pelaksanaannya akan diatur lebih laqjut oleh gubemur Kepala Daerah. 

(2) Pada saat berlalcunya Peraruran Daerah ini, maka semua ketentuan yang 
bertentangan dengan Peraturin Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal25 

Peraturan l>derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat me~elahuinya. memerintahkan pe~undangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi 
Daerah Tmgkat I Jawa Tengah. 

Semarang, 27 Agustus 1988. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA lENGAI-1 TINGKAT I JAWA lENGAH. 

KEllJA, 

ttd. ttd. 

Ir. SOEKORAHMRDJO ISMAIL 

13 
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Disahkan oleh Menieri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal 15 Maret 1989, Nomor: 690.33 - 220

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 6 tanggal, 22 Maret 1989

Seri : B No. : 4

SEKRETARIS W1LAYAH/DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH

Ymt

ttd

Dre. W/\LOEYQ TJOKRODARMANTO
NIP. 010 014 956 

Pembantu Gubernur Jawa Tengah • 
untuk Wilayah Semarang

14

12 

Oisahkan olch Mcmeri Dalam Nc!gcri (kngan Keputusannya 

tanggal 15 Maret 1989, Nomor : 690.33 - 220 

DiundangJ,an dalam Ll'mharan Daer.th Propini.i DJemh Tmgkat l 

Jawa Tcngah Numur : (> t.tngg.t~ 22 Maret 19~9 

14 

Seri : B Nu. : -1 

SEKRETARIS \\'IL.\ YAH/DAERAII TINGKAT I 

JA \VA TENG AH 

YmL 

nd 

Ors. WALOEYO TJOKRODARMANTO 

NIP. 010 01-1956 

Pcmbamu Gubemur Jawa Tcngah . 

untuk \\.'ilarah Semamng 
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 18 TAHUN 1988 
TANGGAL : 27 AGUSTUS 1988

TARIP IURAN PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN :

NO. KELOMPOK PENGAMBILAN AIR AIR PERMUKAAN KETERANGAN

A PERUSAHAAN

1. Penkanan Rp. 10.000.-/Ha/Bl Khusus ua-

2. Pertanian Rp. 5.000,-/Ha/Bl tuk Berasa

J. Perkebunan Rp. 5.000,VHa/BI haan minum

4. Peternakan Rp. 2»50/M3 an berlaku

5. Pariwisata Rp. 10.-/M3 tarip2

6. Usaha Perkotaan dan kepen- (dua) kali

ringan lainnya Rp. 5.-/M3 dari tarip

7. Pembungkit Listrik Tenaga usaha lain

Air/Keterugaan: yang bersi-
£at komersR

a. FO s/d 100 PK Rp. 2.000,-/PK/Th

b lebih 100 s/d 1000 PK Rp. 1.75O.-/PK/TI»

G lebih i.OOO s/d 10.000 Rp. I.500.-/PK/Th.

d. lebih 10.000 PK Rp. l.25O,-/PK/Th

8. Perusahaan Air Minum Rp. I0.-/MJ
9. industn kecil (Hotne in-

dustri) Rp. 5.-/M3.

10. Industn Rp. I0.-/M3

11. Usaha >ain yang bersifat

komersid Rp. I0.-/M3
12. Unit Usaha/Koperasi Rp. 2.-/M3

B. BUKAN PERUSAHAAN

1. Usaha Sosal Rp.0,-

2. Pertanian Rakyat Rp.0,-

3. Asrama/Pemondokan Rp o,-

4. Usaha Pembibuan/Penyciidikan llnuh Rp. C.-

5. Kantor Pemennuh dan Ru-

mah Ibadah. Rp.0,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKAT 1 JAWA TENGAH.

ttd. ttd.

Ir. SOcKORAHARDJO ISMAIL

15
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LAMPIRAN : Pl!RA1UltAN DAEJlAH PIIORNSI DAERAH 
TING-'AT I JAWA 1ENGAH 
NOMOR : IITAHUN 191111 
TANOC.;AL : 27 AGtJS1\JS 1911 

TARIP IURAN PENGGUNMN AIR PERMUltAA.111: 

NO. KELOMPOK Pf.NGAMBIUN AIR AIR PllRMUKAAN 

A PERUSAi !AA."' 

I. l'tnlwlan Rp. 10.000,-/Ha/BI 
2. l'tn:lnian Ap. S.OOO,-/Ha/111 
3. l't rtdJISlall Rp. S.000,../Ha/BI 
4. Pl!telMbn Rp. 2,50/Ml 
s. P:uiwn:11a Rp. 10,-/MJ 
6. lJsah., hrtuia.:in don upon-

1111Qnlaimy.& Rp. s,-/M3 
7. l'mlbwl!lkit Lisuu: Ta,ap 

Airlt:eu:,_-, : 

L R) 1/d 100 PK Rp. 2.000,-IPIC/Th 

b. ldJih 100 s/d 1000 PK Rp. 1.750.-/~ 
c. lcl>:h 1.000 s/d 10.lro Rp. UOO.-/PK/'lh. 
d. h:bih IU.tnl l'K Rp. 1.250,-/PIC/Th 

8. l'tru'iahaiol, Air Minurn Rp. 10,-/Ml 
9. industn UICI! (Home iD-

dus1111 Rp. S,./Ml. 
10. lndustn Rp. 10,-/Ml 
II. lJ5ah• lain Y~f11 ~rsifal 

komersiil R,- 10,-/Ml 
12. Uni! U.aha/1:oper..si Rp. 2,-,Ml 

R. HUKA.._. PERUSAHAAN 

I. Us.ilw Sos.al Rp. 0.-
2. l'cnanian Rak)~l Rp. 0.-
). A>nma/Pcmondot...11 l\p 0,-

4. lJli:lha l'tml'lbtlall/l'tnrcbdobn llnuh Rp. C.-

s K.in101 Pcmennlah don Ru-
mall ltr,ubh. Kp.0,-

DEW.'JII PERWAKII.AN lb'.KYAT DAEilAH 
PROPIN.il DAERAII TINGKAT I JAWA TENGAI-I 

Kl:iUA. 

ttd. 

Ir. SOc"WRAHAIWJO 

ICETERANGAN 

Khl&IUS ... 
lllk l'cNsa 

'- namm 
an bertuu 
1Uip2 

(dual kali 
dari wip 

USllha lain 

)'al"C~Bt-
r..1tom111ill. 

GUBERNUR KEPAI..A DABWt 
TINGKAT I JAWA TENGAH. 

Ud. 

!SMAIL 

15 
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

JAWA TENGAH

NOMOR: 18 TAHUN 1988

TENTANG

IJIN PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN TANAH DI PROPINSI 

DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 
1974 tentang Pengairan maka telah ditetapkan beberapa Peraturan Pemerintah 
yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eks- 
plotasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tala Cara Pengaturan 
Air; dan

c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.

Dengan berlakunya beberapa Peraturan Pemerintah tersebut, maka bebe­
rapa ketentuan terutama yang mengatur mengenai ijin pengambilan/penggunaan 
air dan perairan umum serta pengenaan retribusinya sebagaimana yang diatur 
dalam Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 
22 April 1959 tentang Peraturan Daerah Swatantra tingkat ke I Jawa Tengah 
sebagaimana yang lelah diubah dengan Perauran Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah 
tanggal 12 September 1962 jo Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke I 
Jawa Tengah tanggal 21 Juni 1960 tentang Pemungutan Retribusi atas Pemakaian 
Tenaga Air dari Perairan Umum perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air tersebut, penggunaan 
Air Permukaan Tanah yang pengendaliannya oleh Pemerintah Propinsi Daerah 
Tingkat 1 Jawa Tengah, selama ini telah dilakukan antara lain dengan mewa­
jibkan para pengguna Air Permukaan Tanah mengajukan permohonan terlebih 
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PENJELASAN 

PERATIJRAN DA£RAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

NOMOR : 18 TAHUN 1988 

TENTANG 

IJIN PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN TANAH DI PROPINSI 

DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

I. PENJELA.SAN UMUM. 

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 1 l Tahun 
1974 tentang Pengairan mak.a tdah ditelapk,m bcber.ipa Pemturan Pemerintah 
yaitu: 

a. Per.tturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 lentang luran Pcmbiayaan Eks· 
plotasi dan Pemeliharaan Prasar,.ma Pengairan ; 

b. Pemturan Pemerintah Nomor 22 T;.ihun 1982 1entang Tata Car.t Pengacuran 
Air; dan 

c. Pemluran Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 1entang lrigasi 

Dengan berlakunya bebempa Per.uuran Pemerintah tersebut. maka bebe­
rapa ketentuan terutama yang mengatur mengenai ijin pengambilan/penggunaan 
air dari perairan umum sena pengenaan retribusinya sebagaimana yang diacur 
dalam Per.ituran Daemh DJcmh Swatantm Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 
22 April 1959 tenlang Per,uunm Daerclh Swatanlra tingkat ke I Jawa Tengah 
sebagaimana yang telah diubah dengan Perauran Daerah Tmgkat I Jawa Tengah 
tanggaJ 12 September 1962 jo Peraturan Dacrah Daerah Swa1amra Tmgkat kc I 
Jawa Tengah tangga) 21 Juni 1960 tentang Pemungutan Rctribusi atas Pemakaian 
Tenaga Air dari Perairan Umum pcrlu ditinjau kembali dan disesuaikan. 

Bcrdasarkan ketcntuan-kctentuan yang diatur dalaJn Peraruran Pcmcrintah 
Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pe~turan Air tcrscbut. pcnggunaan 
Air Pennukaan Tanah yang pengcndaliannya olch Pemcrintah Propinsi Dacrah 
nngkat I Jawa Tcngah, sclama ini telah dilakukan antara lain dcngan mcwa­
jibka11 para pcngguna Air Pcnnukaan Tanah mcngajukan pcnnohonan tcrlcbih 
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dahulu kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, harus dilandas­
kan pada asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian fungsi dari Air 

Permukaan Tanah dimaksud.

Hal yang demikian itu membawa konsekwensi perihnya diatur kembali 
ketentuan-ketentuan tentang pemberian ijin penggunaan Air Permukaan Tanah di 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut diatas untuk berbagai kepen­
tingan seperti usaha perkotaan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, dan 

rekreasi
Disampirg itu pengenaan retribusi atas pemakaian/pengffmaan Air Permukaan 

Tanah yang setema ini dipungut dirasa masih kurang sepadan dan kurang me- 
nuigarg tambahnya tanggung jawab masyarakat pemakai Air Permukaan Tanah 

dalam ikut serta membantu usaha peningkatan dan/ataupun pemeliharaan pra­
sarana pengairan maupun usaha pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan 

akibat pemakaian Air Permukaan Tanah tersebut.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
jis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eks­
ploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air, kepada masyarakat yang se­
cara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan pengairan, baik untuk 
diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, dapat diikut sertakan 
menanggung pembiayaan pembangunan tersebut sesuai dengan kepentingan dan 
kemampuan.
Berhubung dengan itu perlu ditegaskan pula adanya pengecualian-pengecualian 
atas pengenaan retribusi dimaksud dan/ataupun perbedaan-perbedaan perlakuan 

terhadap pemakai Air Permukaan Tanah satu dengan lainnya berdasakan kepen­
tingan dan kemampuan yang bersangkutan.

Sesuai dengan asas penggunaan Air Permukaan Tanah yang telah digaris­
kan, maka pengenaan retribusi pemakaian Air Permukaan Tanah tersebut sa­
saran utamanya bukan mencari keuntungan, namun lebih ditekankan pada tam­
bahnya rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam membina keles­
tarian lingkungan.
Oleh karena itu, penggunaan Air Permukaan Tanah untuk keperluan pokok ke­
hidupan sehari-hari dan/ataupun untuk hewan yang dipeliharanya dalam batas- 
batas kewajaran, tidak diperlukan jjin dan tidak dikenakan pungutan retribusi 
apa-apa, namun demikian yang berangkutan tetap berkewajiban untuk menjaga
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dahulu tepada Gubemur Kepala Dacrah Tanakat I Jawa Ten,ah. harus dilandas­
kan pada asas kemanfutan umum. keseimbanpn clan kel_cstarian funpi dari Air 
Pennukaan Tanah dimaksud. 

Hal yarw demikian itu membawa konsekwensi perl(lnya diatur kem~ 
ketentuan-kctcntuan terurc pemberian iin pcqgunaan Air Permukaan Tanah di 
Propinsi Dacrah Tmgkat I Jawa Tenph tersebut diatas untuk berbapi ~ 
tirpt seperti usaha pcrkotaan. pertanian. kc:tenapan. industri, pertambanpn. clan 
rektt.ui. 

Disampq itu pc:ngenaan retribusi atas pcmakaian/pqgunaan Air Permuban 
Tanah yarg selama ini dipurwut dirasa masih kurang sepadan dan kurang me­
nu ... 1ambahnya tangung jawab masyarakat pemakai Air Permukaan Tanah 
dalaln ikii scl'la mcmbantu usaha pcningkatan dan/alaupWl pemeliharaan pra­
,sarana pengairan maupun usaha pcncephan terjadinya kerusakan lingklqlln 
akibal pemakaian. Air Pennukaan Tanah tersebuL 

Menurut ketentuan Undang-unda~ Nomor 11 Tah\m 1974 tenaang Pe~n 
jis Perao.iran Pemerinlah Nomor 6 Tahun 1981 tentang luran Pembiayaan Eks­
ploilaSi dan Pemeliharaan Prasarana Pe,wairan (Ian Pcraturan Pemerinlah Nomor 
22 Tamm 1982 &en&ang Tata Cara Perwaturan Air, kcpada masyarakat ya,w se­
cara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan pengairan, bait Wlhlk 
diusahakan lebih lanjut maupun untuk kcperluan sendiri. dapat diikut sertakan 
menanggung pernbiayaan pembang~ tersebut sesuai dengan kepentinpn dan 
kemampuan. 
Berhubung dengan itu perlu ditegaskan pula adanya pqecualian-pengewalian 
atas pe111enaan retribusi dimaksud dan/ataupun perbcdaan-perbedaan perlatuan 
terhadap pemakai Air Pennukaan Tanah satu de1¥U1 lainnya berdasakan kepcn-
tingan dan kemampuan yang bersanskutan. · 

Sesuai de.-,i ms peruinaan Air Pennukaan Tanah y;q teJah digaris­
kan, maka peiwenaan retribusi pemakaian Air Permukaan Tanah tenebut sa­
saran utamanya bukan mencari keunturwan. namun lebih ditckankan pada lam-­
bahnya msa tanalll1I jawab clan penm SCl'la masyarabt dalarn membina keles­
tarian lingkurpL 
Oleh tarena ilu. paaunaan Air Pennukaan Tanah untuk kepeduan pokok ke­
hid11p111 sehari-bari dan/ataupun untuk hewan YIIIW ~ dalarn bllas­
batas ~ tidak dipedukan iiin din tidak ditmabD purculln raribusi 
apa-apa. namun demitian ~ bersangkutan telap berteq~ba,- untuk meruqa 
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agar penggunaan Air Permukaan Tanah dimaksud tidak menimbulkan kerusakan 
alas sumber Air Permukaan Tanah dan lingkungan.

Lebih lanjut diharapkan melalui pengaturan jjin penggunaan Air Permukaan 
Tanah ini» pemakaian* dan pemanfaatan Air Permukaan Tanah di Propinsi Daerah 
Tingkat 1 Jawa Tengah, lebih-lebih yang berkaitan dengan penggunaan Air Irigasi 
dan Jaringan Irigasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di 
Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah akan dapat lebih berdaya guna dan 
berhasil guna serta lebih menjamin perwjudan asas kemanfaatan umum, kese­
imbangan dan kelestarian yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 
Tahun 1974 tentang Pengairan dan segala pengaturan pelaksanaannya.

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 ayat(l) Yang dimaksud dengan usaha perkotaan dalam ayat 
ini terdiri dari usaha perkotaan komersial seperti : 
tempat-tempat warung air, kolam renang, pencucian 
mobil, usaha sejenis dan lain-lain sesuai perkembang­
an, serta usaha perkotaan non komersial seperti * tem­
pat tempat peribadatan, asrama, penggelontoran kota, 
dan meninggikan air tanah

Yang dimaksud dengan usaha pertanian dalam ayat 

ini meliputi usaha pertanian tanaman pangan, peter­
nakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan, yang 

diusahakan swasta.

Yang dimaksud dengan industri dalam ayat ini meli­
puti usaha perpabrikan seperti gula, pabrik goni, pabrik 
kertas, pabrik tekstil maupun usaha-usaha lainnya.

ayat (2) 

ayat(3)

Cukupjelas.

Yang dimaksud dengan dipindah tangankan dalam 
ayat ini adalah pemindah tanganan dari Pemegang 
Surat Ijin kepada orang lain dan/atau djjual belikan.

18

1& 

agar penggunaan Air Pennukaan Tanah dimaksud lidak meninbulbn k.erusakan 
alaS sumber Jut Pennuban Tanah dan li._Lqan. 

ld>ih iaJvut diharapkan melalw perwalUl'an ijin pengunaan Air Pennuban 
Tanah in~ pemakaian° dan peman(aatan Air Pennutaan Tanah di Propinsi Daerah 
Tmgkat I Jawa Tengah. lebih-ld>m yarc bcrkailln dcrgan pmgunaan Air qui 
dan Jarirwan lrigasi sebagaimana yarc ditqaskan dalam Peraturan Pemcrinrah 
Nomor 14 Tahun 1987 tenlang Penyemhan Sd,agian Urusan Pcmerinlllhm1 di 
Biwq Pekerjaan Umum kepada Daerah akan dapat lebih bcrdaya auna dan 
belhasil &WI& sena lebih meqiamin peMjudan UIS kemanfaatan umum. kese­
imbangan dan kelesiarian yarw diamanatkan oleh Undang-lllldq Nomor 11 
Tahun 1974 tentana Perwaifan dan sepia ~engaturan pelaksanaannya. 

IL PENJELASAN PA.SAL DEMI PA.SAL. 
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Pua)) 

Pasal 2 ayat ( I) 

ayat(2) 

ayal (3) 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan usaha perto1aan dalam ayat 
ini terdiri dari usaha perkotaan komersial scperti : 
tempat-tempat wanq air, kolam rcnarg pencucian 
mobil, usaha sejenis dan lain-lain sesuai pcrtembang• 
an, sena usaha perkotaan non komersial seperti : tem­
pat tempat peribadatan, asrama, penaelontoran tora. 
dan meninggikan air laOah. 

Yang dimaksud denpn usam pertanian dalam ayal 
ini metipuli usaha pel18nian tanaman pa,wan. peter• 
Dakan, perikanan. kehutanan. dan perkebunan, yang 
diusahakan swasta. 

Yang dimaksud denpn industri dalarn ayat ini meli­
puti usaha perpabrikanseperti gula. pabrikgon~ pabrik 
tenas. pabrik tekstit maupun usaha-usaha lainnya. . 

Cukup.jelas. 

Yang dirnaksud dengan dipi.ndah tangankan dalaJn 
ayat iii adalah penindah ranpnan dari Pcmepng 
Surat l,iin kepada orang lain dan/atau dijual bclibn. 
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ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 Yang dimaksud dengan keperluan pokok kehidupan 
sehari-hari dan/atau untuk Hewan yang dipeliharanya 
adalah sepanjang tidak melebihi batas maksimum 
3 M3 / hari.

Pasal 4 ayat (1) Permohonan ijin dari yang bersangkutan harus di­
lampiri dengan peta lokasi, gambar dan tipe bangunan 
air, keterangan tentang kuantitas serta cara-cara pem­
buangan air limbah, serta formulir-formulir lain yang 
diperlukan, yang perincian lebih lanjutnya akan diatur 
dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah

ayat (2)

Pasal 5 dan 6

Cukup Jelas.

: Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) Pembekuan ijin yang diatur dalam ayat ini bersifat 
sementara. Apabila keadaannya telah memungkinkan, 
maka pembekuan ijin akan dicabut

ayat (2) Untuk mendapatkan kembali ijin, yang bersangkutan 
harus mengajukan permohonan balu sesuai tata cara 
yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

ayat (3) Batalnya ijin dalam ayat ini adalah batal demi hukum. 
Oleh karenanya sejak saat itu pemegang Ijin yang ber­
sangkutan bebas dari kewajiban membayar Iuran pe­
nggunaan Air Permukaan Tanah sebagaimana yang di­
atur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Apabila persediaan air pada sumber yang bersang­
kutan telah memungkinkan kembali untuk diambil 
dan ijin yang bersangkutan masih berlaku, pemegang 
Ijin tidak perlu mengajukan permohonan Ijin baru.

Pasal 8 : Cukup Jelas. .

Pasal 9

Pasal 10 ayat (1)

Cukup jelas.

yang dimaksud instansi terkait disini adalah instansi- 
instansi yang menjadi anggota panitia Irigasi Kabu­
paten setempat
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PasaJ 3 

Pasal 4 ayat (I) 

ayat (2) 

Pasa1 i dan 6 

Pasa1 7 ayat (I) 

ayat(2) 

ayat (3) 

Pasal 8 

Pasal9 
Pasal 10 ayal (I) 

ayal (2) 
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Yang dimaksud dengan kepertuan pokok kehidupan 
sehari-hari dan/atau untuk Hewan yang dipeliharanya 
adalah sepanjang tidak melebihi batas maksimwn 
3 MJ / hari. 

Pennohonan ijin dari yang bersangkutan harus di­
lampiri dengan peta lokas~ garnbar dan tipe bangunan 
air, keterangan tentang kuantitas serta cara-cara pcm­
buangan air lirnbah, serta fonnulir-formulir lain yang 
dipertUkan, yang perincian lebih lal\iutnya akan diatur 
dalam Keputusan Gubemur Kepala Dacrah 

Uikup Jelas. 

Uilcup jelas. 

Pembekuan iiin yang diatur dalam ayat ini bersifat 
sementara. Apabila kcadaannya telah mcmungkinlcan, 
maka pcmbekuan ijin akan dicabut 

Untuk mendapatkan kembali ijin, yang bersangkutan 
harus meugajukan pcrmohonan bah.I sesuai tata caret 
yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini. 

Batalnya ijin dalam ayat ini adalah batal demi hukwn. 
Oleh karenanya sejak saat itu pemegang ljin yang ber­
sanglcutan bebas dari kewajiban mcmbayar lurctn pc­
nggunaan Air Permukaan Tanah sebagaimana yang di­
atur dalam PasaJ 14 Peraturan Daerah ini. 

Apabila persediaan air pada sumber yang bersang­
kutan telah memungkinkan kcmbali untuk diambil 
dan ijin yang bersangkutan masih berlaku, pemcgang 
ljin tidak pertu mengajukan pennohonan ljin baru. 

Qikup Jelas. . 

Qikup jelas. 

yang dimaksud instansi terkait disini adalah ins&ansi­
instansi ~ meqjadi anggota panitia lrigasi Kabu­
paten setempaL 

Uikup jclas. 
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Pasal 11

pasal 12

Pasal 13 ayat(1)

Cbkup jelas.

■ Cukup jelas.

Penjelasan cara dan proses pembuangan air limbah 
tersebut antara lain dilakukan dengan menjelaskan 
alat pengolah air limbah dengan (waste water treat- 
ment) yang akan dipergunakan dan/atau rencana pro­
ses pengolahan air limbah dengan memperhatikan ke­
tentuan peraturan perundangan yang mengatur me­
ngenai lingkungan hidup dan/ataU analisa dampak 
lingkungan yang berlaku di Daerah.

ayat (2) dan (3) 

ftsal 14 huruf a

/

' Cukup jelas.

Penggolongan industri dimaksud pada angka 2 huruf 
a ini didasarkan atas nilai investasi mesin sebagai 
berikut:
dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) in­
dustri kecil;

- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) industri sedang;

- dialas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) industri 

besar.

Huruf b : Penentuan besarnya iuran penggunaan Air Permuka­
an Tanah tersebut, didasarkan pada perhitungan eko­
nomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan, 
yakni dengan memperhatikan bagian-bagian biaya :
- Eksploitasi dan pemeliharaan;
- Amortisasi dan interest;
- Depresiasi;
- Cadangan untuk pengembangan;
- Kepentingan Daerah;

Pasal 15 huruf a dan b : Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud keperluan masyarakat bersama adalah • 
keperluan-keperluan antara lain untuk:
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Pasal 11 

Pasal 12 

Pasal 13 ayat (I) 

ayat (2) dan (3) 

Pasal 14 huruf a 

Cutup jelas. 

OJkupjclas. 
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Penjelasan cara dan proses pembuangan air limbah 
tcrscbut anlara lain dilakukan dengan meflielaslcan 
alat pengolah air limbah dengan (waste water treat­
ment) yang akan dipergunakan dan/atau rencana pro­
ses pengolahan air limbah dengan memperhalikan ke­
tentuan peraturan perundangan yang mengatur me­
ngenai ling)rurwan hidup dan/atau ana1isa dampak 
lingkungan yang bertaku di l>derah. 

Cukup jelas. 

Penggolongan industri dimaksud pada angka 2 hu.ruf 
a ini didasarkan atas nilai investasi mesin sebagai 
berikut: 
dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) in­
dustri kccil ; 

- Rp. 10.000.000,- (sepuluh jura rupiah) s/d 
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) industri sedang ; 

- diatas Rp. 100.000.000.- (seratus jura rupiah) industri 
besar. 

Huruf b • Penenluan besamya iuran penuunaan M Permuka-
an Tanah tcrsebut, didasarkan pada perhitwgan eko­
nomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. 
yakni dengan rnemperhatikan bagian-bagian biaya : 
- F.ksploitasi clan pemeliharaan ; 
- Amortisasi dan interest ; 
- Depresiasi ; 
- Cadanpn untuk pengembanpn ; 

Kepentinpn Damah ; 

Pasal IS huruf a dan b Chlup jelas. 
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Huruf c Yang dimaksud keperhan masyarakat bersama adalah · 
kepert~keperluan antara lain untuk : 



1«

Huruf d

Pasal I6danl7

Pasal 18

Pasal 19 s/d 25

a. Rumah / tempat peribadatan ;
b. Penyediaan air bersih Pemerintah Desa/Kelu- 

rahan, dan Proyek Air Bersih dan Kesehatan ;
c. Penggelontoran kota;
d. Penanggulangan kebakaran;
e. -Meninggikan air tanah untuk mencegah rembes* 

an air laut

: Yang dimaksud keperluan Pertanian rakyat adalah 
Usaha Pertanian yang tidak besar-besaran, yang meng­
gunakan air dari saluran irigasi, atau perairan umum, 
termasuk didalamnya usaha perikanan dan kebun* 
kebun/kolam-kolam percobaan/percontohan/pembi­
bitan yang diusahakan Pemerintah.

: Cukup jelas.

Pembagian tugas dalam rangka pelaksanaan pungutan 
retribusi penggunaan Air Permukaan Tanah akan di­
atur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai 
wewenang fungsional masing-masing.

Oikup jelas.
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Huruf d 

Pasal 16 dan 17 

Pa.sat 18 

~119 s/d2S 

L Rumah/tempatpcrimdatan; 
b. Penyediaan air bmih Pemerintah Desa/Kclu-

rahan, dan Proyet Air Bersih dan Kcsehatan ; 
c. Penggelontoran kola ; · 
d. Penanggulangan kebakaran ; 
e. -Meninggibn air tanah untuk mencegah rembes-

an air laul 

Yang dimaksud kepertuan Pertanian rakyal adalah 
Usaha Pertanian yang tidak bcsar-bcsaran, yang mc~­
gunakan air dari saluran irigasi, atau perairan umum. 
tennasuk didalamnya usaha perikanan dan kebun­
kebwt/kolam-kolam percobaan/penxmtohan/pcmbi­
bitan yang diusahakan Pemerintah. 

Qikup jelas. 

Pembagian tugas dalam rangka pelalcsanaan pungutan 
retribusi pcrgmaan Air Permukaan Tanah akan di­
atur lebih laqjut oleh Gubcrnur Kcpala Daerah sesuai 
wewcnang ft.mgsional masing-masing. 

Qikup jelas. 
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